WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 16
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

Menimbang :

Mengingat

DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri

1.

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru
pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, atau Bentuk Lain yang Sederajat di
Kota Cirebon sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 9
Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian dan
penyempurnaan serta diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
Cirebon tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota
Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Cirebon;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan
dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16
dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)



10.

tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 89);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51095)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51571;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6676);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul
Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 908);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 955);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1263);



18.

19.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah
Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat
(Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1918);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 17);

20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2020 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor S5 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pembangunan Menengah Daerah
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2019 Nomor S5, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Cirebon Nomor 93);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 100);

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon (Berita Daerah
Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 46);



Menimbang :

27. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik
Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, atau Bentuk Lain yang
Sederajat di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon
Tahun 2018 Nomor 16), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Cirebon
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru
pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, atau Bentuk Lain yang Sederajat
di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2020
Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN
YANG SEDERAJAT DI KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain
yang Sederajat di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun
2018 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cirebon
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain
yang Sederajat di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon
Tahun 2020 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 10

Tata Cara Pendaftaran PPDB pada Satuan Pendidikan Sekolah
Dasar dilaksanakan melalui;

a. zonasi;

b. afirmasi; dan/atau

c. perpindahan tugas orang tua/wali.



2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal baru
yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Tata Cara Pendaftaran PPDB pada Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama dilaksanakan melalui:

a.

b.
C.
d

zonasi;

afirmasi;

perpindahan tugas orang tua /wali; dan/atau
prestasi.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 11

Daya tampung penerimaan peserta didik baru Sekolah Dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan
dengan ketentuan :

a.

80% (delapan puluh per seratus) dari daya tampung
dialokasikan untuk penerimaan calon peserta didik baru
berdasarkan pada zonasi.

80% (delapan puluh per seratus) sebagaimana dimaksud

huruf (a) terdiri dari :

1. 10% (sepuluh per seratus) bagi calon peserta didik yang
berasal dari keluarga tidak mampu dan dihitung
berdasarkan radius paling jauh 1500 (seribu lima ratus)
meter dari titik koordinat sekolah yang dituju;

2. 10% (sepuluh per seratus) bagi calon peserta didik yang
berdomisili dari luar Daerah Kota dengan memberikan
prioritas kepada calon peserta didik yang bersekolah di
Daerah Kota; dan

3. 80% (delapan puluh per seratus) diprioritaskan bagi
calon peserta didik yang berdomisili Daerah warga
Kota Cirebon.

15% (lima belas per seratus) dari daya tampung

dialokasikan untuk penerimaan jalur afirmasi peserta didik

kurang mampu atau terjadi bencana alam/sosial sebanyak

10% (sepuluh per seratus) dan 5% (lima per seratus) untuk

anak guru,;

5% (lima per seratus) dialokasikan untuk peserta didik

yang mengikuti perpindahan tempat bekerja orang tua/

wali ke Kota Cirebon.

apabila PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak

mencapai sebanyak 5% (lima per seratus), maka sisa

alokasi PPDB ditambahkan ke jalur zonasi dan afirmasi
sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

apabila PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf b dan

huruf c tidak terpenuhi, maka sisa alokasi PPDB

ditambahkan ke jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada

huruf b angka 3.



4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu)
Pasal baru yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Daya tampung penerimaan peserta didik baru Sekolah
Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan :

a.

50% (lima puluh per seratus) dari daya tampung
dialokasikan untuk penerimaan calon peserta didik baru
berdasarkan pada zonasi;

50% (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud huruf

(a) terdiri dari :

1. 10% (sepuluh per seratus) bagi calon peserta didik yang
berasal dari keluarga tidak mampu dan dihitung
berdasarkan radius paling jauh 1500 (seribu lima ratus)
meter dari titik koordinat sekolah yang dituju;

2. 10% (sepuluh per seratus) bagi calon peserta didik yang
berdomisili dari luar Daerah Kota dengan memberikan
prioritas kepada calon peserta didik yang bersekolah di
Daerah Kota; dan

3. 80% (delapan puluh per seratus) diprioritaskan bagi
calon peserta didik yang berdomisili Daerah warga
Kota Cirebon.

30% (tiga puluh per seratus) dari daya tampung

dialokasikan untuk penerimaan  peserta didik baru

berdasarkan prestasi akademik dan non akademik;

ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (c)

dialokasikan wuntuk prestasi akademik sebesar 10%

(sepuluh per seratus) dan untuk non akademik 20% (dua

puluh per seratus) yang terdiri dari 10% (sepuluh per

seratus) untuk prestasi olah raga dan 10% (sepuluh per
seratus) prestasi bidang estetika;.

15% (lima belas per seratus) dari daya tampung

dialokasikan untuk penerimaan jalur afirmasi peserta didik

kurang mampu atau terjadi bencana alam/sosial sebanyak

10% (sepuluh per seratus) dan 5% (lima per seratus) untuk

anak guru,;

5% (lima per seratus) dialokasikan untuk peserta didik

yang mengikuti perpindahan tempat bekerja orang tua/

wali ke Kota Cirebon;

apabila PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak

mencapai sebanyak 5% (lima per seratus), maka sisa

alokasi PPDB ditambahkan ke jalur zonasi dan afirmasi
sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

apabila PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf c dan

huruf e tidak terpenuhi, maka sisa alokasi PPDB

ditambahkan ke jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada

huruf b angka 3.



2. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu
Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada
Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)
huruf c dapat dikecualikan untuk:

a. Sekolah di daerah dengan jumlah penduduk usia
Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah
peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar; dan

b. Sekolah di daerah dengan jumlah penduduk usia
Sekolah melebihi ketentuan jumlah peserta didik dalam
1 (satu) Rombongan Belajar.

(2) Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang
menerima dana bantuan operasional sekolah, mulai tahun
ajaran 2021/2022 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada
bulan Mei.

(3) Perpindahan peserta didik antara sekolah dalam kota
dan/atau antara kabupaten/kota atau antara provinsi
dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal
dan Kepala Sekolah yang dituju.

(4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB
dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Wali
Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 22 April 2021

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 23 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 43

~ . w3alinan sesuai dengan aslinya

“IREY Rembina Tk. I (IV/b)
NIP 19711228 199803 1 002



